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ABSTRAK 

Akbar, Dipo Lukmanul. 2015. Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan 

APBDes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di 

Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal). Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi. 

Kata-Kunci: Peran, Pemerintahan Desa, Peraturan Desa APBDes. 
 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa 

memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita 

kemerdekaan. Kualitas proses pemerintahan Desa dalam penyusunan APBDes 

faktanya kurang berfungsi dengan baik dan kurang efektif terhadap kepentingan 

masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme 

penyusunan Peraturan Desa APBDes Desa Kedungkelor perspektif Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta bagaimana peran Pemerintahan 

Desa Kedungkelor dalam penyusunan APBDes perspektif Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Tujuan penelitian mendiskripsikan mekanisme 

penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes dan peran Pemerintah Desa 

Kedungkelor dalam penyusunan APBDes perspektif Undang-Undang Nomor 6 

tahun 2014 tentang Desa. 

Konsep dan teori yang digunakan untuk menganalisis adalah good 

governance, proses komunikasi kebijakan publik, teori Stufenbau, Pemerintahan 

Desa, Peraturan Desa APBDes, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis sosiologis yuridis. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini teknik pengumpulan wawancara 

dan dokumen. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diambil 

langsung dari Pemerintahan Desa Kedungkelor dan data sekundernya dari 

dokumen dan bahan hukum yang berhubungan dengan peran Pemerintahan Desa 

dalam penyusuan APBDes perspektif Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 

tentang Desa.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa memerlukan proses persiapan bagi Pemerintahan 

Desa dalam penyusunan peraturan Desa APBDes. Mekanisme penyusunan 

Peraturan desa APBDes selama ini kurang optimal. Untuk itu membutuhkan peran 

dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan local Good governance. Peran 

pemerintahan Desa dalam Penyusunan APBDes harus mengajak masyarakat 

berpartisipasi untuk memehui kebutuhan masyarakat Desa.  

Simpulan dan saran dari penelitian ini adalah adanya Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah harus memberi sosialisasi. 

Masyarakat berperan penting dalam penyusunan peraturan Desa APBDes secara 

terukur, terpadu dan bersinergi. pemerintahan Desa Kedungkelor bersama-sama 

dengan masyarakat untuk melakukan proses pembelajaran dalam pelaksanaan 

tingkat partisipasi masyarakat desa dengan tetap menitikberatkan pada   

pemberdayaan  masyarakat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Otonomi daerah merupakan fenomena yang sangat dibutuhkan dalam era 

demokratisasi, globalisasi terlebih dalam era reformasi. Bangsa dan negara 

Indonesia menumbuhkan manusia-manusia bermental pembangunan yang 

berkualitas. Otonomi daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan 

memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu mengembangkan 

daya kreativitasnya, dengan demikian Otonomi daerah  merupakan  kebutuhan 

dalam era globalisasi dan reformasi. Persoalan otonomi daerah dan desentralisasi 

merupakan masalah yang paling ramai dibicarakan di negeri ini.  

Paradigma seperti ini maka jalannya roda pemerintahan harus sesuai 

dengan keinginan atau aspirasi rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 juga secara tegas mengisyaratkan bahwa 

Indonesia mengakui kedaulatan rakyat. Isi dari Pasal 1 Ayat (2) tersebut adalah 

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar”. Dengan kata lain, pemerintah yang berkuasa harus mendapatkan 

legitimasi atau pengakuan dari rakyat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, 

legitimasi rakyat tersebut diwakilkan kepada para wakil rakyat yang duduk di 

DPR RI pada tingkat pusat dan DPRD pada tingkat daerah. 

Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hingga empat kali sejak 1999 

sampai dengan 2002, Konsep negara kesatuan yang selama orde baru 

dipraktekkan secara sentralistis berubah menjadi desentralistis. Perubahan lain 
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yang penting adalah pemberian hak kepada daerah untuk menetapkan peraturan 

daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. Otonomi daerah serta reformasi sebenarnya merupakan harapan baru 

bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk pembangun desa sesuai kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi 

adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur 

desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh 

pemerintah desa harus melalui jalan persetujuan kecamatan, namun hal itu tidak 

berlaku lagi. 

Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan 

hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan 

peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan 

publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan 

daya saing  Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 

Ayat 3) 

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 

mengartikan Desa sebagai berikut : 

 “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
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memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa Desa mempunyai wewenang 

untuk mengurus sendiri pemerintahannya. Dan mementingkan 

masyarakat setempat yang berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul 

dan hak tradisional yang di akui dan di hormati. 

 

Rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan 

Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. 

Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk 

mengatur, mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat. 

Kemudian Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. Dan pemeritahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Desa Kedungkelor memiliki hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri. 

Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, 

Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa 

merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama BPD. Lembaga perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa adalah BPD. Masyarakat Desa Kedungkelor 

menyatakan bahwa manajemen Pemerintahan Desa dinilai belum dapat melayani 
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kebutuhan masyarakat secara optimal. Persepsi dan langkah terhadap pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi organisasi, aparatur pemerintah Desa Kedungkelor perlu 

memperhatikan apa yang disebut budaya organisasi. Budaya organisasi 

merupakan suatu hal yang dapat direkayasa menuju perubahan budaya yang lebih 

baik. Pemimpin dituntut memberikan tauladan kepada pegawai dan masyarakat 

dilingkungan organisasi tersebut tentang nilai-nilai yang diterapkan. Peranan 

pemimpin dalam menciptakan budaya organisasi harus direncanakan serta 

diarahkan untuk semua anggota organisasi. APBDes adalah instrumen penting 

yang sangat menentukan tewujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Tata 

pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan 

pertanggungjawaban  APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih 

leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai 

APBDes. Fungsi kontrol sangat penting untuk melihat sejauh mana transparansi 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada perinsipnya 

merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan 

yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam 

peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan 

kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, 

namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari 

kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan 

dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan 

APBDes yang partisipatif. Disamping kemampuan aparatur pemerintah desa, 
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besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses 

pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan 

adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja 

dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di 

desa, sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan 

tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.  

Desa Kedungkelor adalah desa yang berada Pantai Utara Jawa, berada di 

Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. Termasuk dalam daerah dataran rendah 

yang mempunyai ketinggian 2 Meter Diatas Permukaan Laut (MPDL) dengan 

curah hujan 710 mm/Tahun dan suhu udara rata-rata 25º-30º Celcius. Desa ini 

mempunyai luas 795 Ha dengan batas wilayah sebelah barat laut jawa, sebelah 

timur Desa Lawangrejo, sebelah selatan Desa Banjarturi, sebelah barat Desa 

Demangharjo. Jumlah penduduk 6.704 orang terdiri dari 1.822 KK, yaitu dengan 

jenis kelamin Laki-laki 3.415 orang dan Perempuan 3.289 orang. Sebagaian besar 

penduduk Desa Kedungkelor beragama Islam, yaitu sebanyak 6.694 orang. 

Adapun 10 orang yang beragama kristen Protestan. Masyarakat kedungkelor rata-

rata menyelesaikan pendidikannya sampai SLTP. Masyarakat Desa Kedungkelor 

rata-rata bermata pencaharian nelayan, petani, karyawan, dan ibu rumah tangga. 

(Laporan pertanggungjawaban Desa kedungkelor 2013) 

Pemerintahan Desa Kedungkelor diselenggarakan oleh Pemerintah Desa 

Kedungkelor. Terbagi dalam 13 perangkat Desa. Dengan susunan organisasi 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 : Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kedungkelor 

 

SUSUNAN ORGANISASI 

NO TUGAS NAMA 

1 KEPALA DESA ADI WARTONO 

2 SEKRETARIS DESA MUH. YANI 

3 KASI PEMERINTAHAN WACHUDIN  

4 KASI PEMBANGUNAN TARYANI 

5 KASI KESRA HARIS MUSTTAQIN 

6 KASI TANTRIB TATANG HARIYADI 

7 KASI PEREKONOMIAN HERTOYO 

8 KAUR KEUANGAN SRI SUNARTI 

9 KAUR UMUM INDARWATI 

10 KEPALA DUSUN I SUBUQI 

11 KEPALA DUSUN II AGUS SUTRISNO 

12 KEPALA DUSUN III M. AFRONI 

13 PENJAGA BALAI DESA SABAR 

Sumber :  laporan keterangan pertanggungjawaban Desa Kedungkelor tahun 

2013 

 

Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil 

dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara 

demokratis yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa). BPD mempunyai fungsi 

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi mayarakat Desa, melakukan pengawasan 

kinerja Kepala Desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 

55). Jumlah  anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah 

gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan 

memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. 
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(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 58). Pimpinan Badan 

Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil 

ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 

59 angka 1).  

Tabel 1.2 : Susunan Organisasi BPD Kedungkelor 

 

SUSUNAN ORGANISASI BPD 

1 KETUA ARIF NURIDIN 

2 WAKIL KETUA SUKISNO 

3 SEKRETARIS NUROHMAN 

4 KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN M. JAELANI 

5 KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN MAKSUDI 

7 KEPALA BIDANG KESRA TARUNO 

8 TANTRIB TASROPI 

Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa Kedungkelor 2013 

 

Tabel diatas merupakan susunan organisasi BPD desa Kedungkelor yang 

berjumlah 7 orang, yang mempunyai tugas sehari-hari pada bidang masing-

masing sesuai dengan jabatan masing-masing. Tugas tanggung jawab pada bidang 

pembinaan langsung ke wilayah, serta penarikan BPD. Penyelenggaraan 

pemerintah Desa Kedungkelor telah membuat Peraturan Desa enam kali. Cara 

pembentukan peraturan desa ada dalam buku laporan keterangan 

pertanggungjawaban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan Desa Kedungkelor Tahun 2013 hal 12 yaitu dalam 

pembuatan/penetapan peraturan desa terlebih dahulu diadakan rapat pemerintahan 

desa, antar Kepala Desa beserta perangkatnya, anggota BPD, setelah mendapatkan 
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kesepakatan ditungakan dalam peraturan desa. (Laporan pertanggungjawaban 

Desa kedungkelor 2013) 

Pemerintahan desa di Indonesia memang sering kali mengalami persoalan-

persoalan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut, seperti hubungan antara 

Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa dan BPD 

yang merasa benar sendiri, hal ini tentu saja sangat merugikan dari sisi demokrasi 

yang berkembang di masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat dan sistem 

kekeluargaan semakin ditinggalkan. Akibatnya perbedaan tersebut menimbulkan 

ke arah jurang disintegrasi, maka Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) harus menyadari dan diupayakan tindakan preventif dengan diiringi atau 

diimbangi usaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang berpegang teguh 

pada Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945. (Jurnal Administrasi Publik, 

Farisia Dwi Puspitarini, 2012, Vol. 1, No. 4, Hal. 41-47). 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 5 bahwa 

pelaksanaan penyelenggaraan desa harus di laksanakan secara demokratis, 

kemudian di buatlah sebuah forum yaitu musyawarah desa. bahwa musyawarah 

desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan 

Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang 

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang 

bersifat strategis. 

Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes merupakan instrumen yang 

sangat penting dalam menentukan rangka perwujudan tata pemerintahan desa 

yang baik di tingkat desa. Penyusunan peraturan desa perlu di lakukan proses 
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penguatan kerjasama pemerintah desa, BPD, dan masyarakat Desa Kedungkelor. 

khususnya tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungajawaban agar 

berorientasi kepada peningkatan masyarakat Desa Kedungkelor dan memenuhi 

prinsip-prinsip good village governance seperti transpirasi, partisipasi, efektifitas 

dan akuntabel. Peraturan desa tentang APBDes di Desa Kedungkelor masih 

menggunakan kaidah penyusunan yang konsional. Padahal dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sangat di mungkinkan untuk berkreasi 

membuat model legal drafting peraturan desa. Sebagai upaya pembenahan 

mekanisme penyusunan produk hukum lokal sebagai implikasi dari kebijakan 

otonomi desa yang ada. 

Masih banyaknya kendala dan hambatan yang belum dapat diselesaikan 

dengan sempurna mengingat penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kedungkelor 

dalam penyusunan APBDes kurang efektif dan efisien yang dampaknya seperti 

belum layaknya jalan dilewati pada musim penghujan oleh kendaraan roda empat 

maupun roda enam, masih bayaknya jalan berlubang di area jalan di Desa 

Kedungkelor, serta belum terlaksanannya penerangan lampu jalan secara 

menyeluruh yang mengakibatkan sering terjadinya pencurian, dan kecelakaan 

sehingga perlu adanya penerangan lampu jalan desa maupun pantura. Perhatian 

dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Pusat sangat diperlukan untuk 

mengatasi permasalahan di Desa Kedungkelor dalam rangka memajukan Desa 

Kedungkelor supaya tidak tertinggal jauh dengan desa lain. Lemahnya partisipasi 

(voice, akses dan kontrol) masyarakat merupakan sisi lain dari lemahnya praktik 

demokrasi di tingkat desa. Sampai sekarang, elite Desa Kedungkelor tidak 
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mempunyai pemahaman yang memadai tentang partisipasi. Bagi Kepala Desa 

partisipasi adalah bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan 

pemerintah desa. Pemerintah desa memobilisasi gotong-royong dan swadaya 

masyarakat yang keduanya dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBDes 

untuk mendukung pembangunan desa, masyarakat yang bersangkutan perlu 

diberikan informasi sehingga hubungan antara pemerintah dengan masyarakat 

menjadi lebih dekat sebagai mitra kerja, saling mendukung, dan efisien. 

Berdasarkan fakta dan perspektif yuridis baik secara implisit maupun 

eksplisit landasan hukum untuk menyusun legal drafting peraturan desa semakin 

mengkuat. mulai dari ranah konstitusi hingga taraf peraturan desa sekalipun. Oleh 

karena itu, untuk menggerakkan potensi desa menjadi relevan terhadap 

pelaksanaan legal drafting peraturan desa sebagai upaya pembenahan mekanisme 

penyusunan produk hukum lokal di Desa Kedungkelor. Adapun yang menjadi 

tujuan penulis yakni unkuk mendeskripsikan penyusunan peraturan desa tentang 

APBDes dan peran pemerintahan desa dalam penyusunan APBDes di Desa 

Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. Pemerintahan Desa 

Kedungkelor sedikit banyak mengalami masalah. Masyarakat Desa Kedungkelor 

umumnya tidak memperoleh informasi secara transparan bagaimana penyusunan 

Peraturan Desa tentang APBDes dilaksanakan, seberapa besar keuangan Desa 

yang diperoleh dan dibelanjakan, atau bagaimana hasil lelang tanah kas Desa 

dikelola, dan seterusnya. Masyarakat Desa Kedungkelor harus mengetahui 

penyusuan APBDes. Lemahnya praktik demokrasi di tingkat desa merupakan sisi 

lain dari masyarakat. Elite desa tidak mempunyai pemahaman yang memadai 
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tentang partisipasi. Bagi kepala Desa, partisipasi adalah bentuk dukungan 

masyarakat terhadap kebijakan pembangunan pemerintah desa.  

Argumen diatas menjadi perlunya dilakukan penelitian mengenai peran 

pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes di Desa Kedungkelor Kecamatan 

Warureja Kabupaten Tegal Perspektif Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 

tentang Desa. Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala 

Desa sebagai unsur penyelenggara pemeintahan Desa di Desa Kedungkelor 

Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dalam penyusunan Peraturan Desa. 

Penulisan ini akan Berfokus pada: 1) Bagaimanakah mekanisme penyusunan 

Peraturan Desa APBDes. 2) Bagaimanakah peran pemerintahan Desa dalam 

penyusunan APBDes. Dalam mengemban kewajiban dan fungsinya sesuai yang 

amatkan Undang-Undang mendapat kritik. Hal ini bukanlah tanpa sebab, 

melainkan aspirasi masyarakat selama ini terpendam dan tidak disalurkan dengan 

baik.  

Hal tersebut yang menjadi latar belakang penulis dalam melakukan 

penelitian tentang “Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan APBDes 

Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di 

Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal)”.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat di identifikasikan masalah 

yang ditemukan yaitu: 

1. Kualitas proses pemerintahan Desa dalam penyusunan APBDes di 

Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dengan 

masyarakat dirasakan kurang berfungsi dengan baik. 

2. Prespektif penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes yang 

selama ini dianggap kurang efektif kepada kepentingan 

masyarakat Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten 

Tegal. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Permasalahan dibatasi berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian 

akan difokuskan pada pemerintahan desa dalam penyusunan APBDes di Desa 

Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya pembatasan masalah 

ini diharapkan peneliti akan lebih fokus dalam mengkaji dan menelaah 

permasalahan yang ada dalam peran pemerintahan Desa dalam penyusunan 

APBDes yang manjadi objek penelitian. 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan  masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap 

penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan 

penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-

sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Agar permasalahan yang 
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diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang 

diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah : 

1. Bagaimana mekanisme penyusunan Peraturan Desa tentang 

APBDes di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten 

Tegal perspektif  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa? 

2. Bagaimana peran pemerintahan Desa dalam penyusunan APBDes 

di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal 

perspektif  Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme penyusunan Peraturan Desa 

tentang APBDes yang dihadapi Pemerintah desa Kedungkelor 

Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. 

2. Untuk menemukan peran pemerintahan Desa dalam penyusunan 

APBDes Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal 

prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini 

akan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Adapun manfaat yang 

diharapkan penulis dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain : 

1.6.1 Manfaat teoritis: 
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1. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat 

menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

2. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti 

khususnya terhadap peran pemerintahan desa dalam penyusunan 

Peraturan Desa APBDes Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja 

Kabupaten Tegal Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. 

3. Menambah sumber khasanah pengetahuan peran pemerintahan Desa 

dalam penyusunan APBDes Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja 

Kabupaten Tegal Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. 

4. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya. 

1.6.2 Manfaat praktis: 

1. Dapat diketahui mekanisme penyusunan Peraturan Desa tentang 

APBDes sebagai sebuah produk hukum yang di proses secara 

demokratis dan partisipasif . 

2. Dapat mengetahui bagaimana peran pemerintahan desa dalam 

penyusunan APBDes Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja 

Kabupaten Tegal Prespektif Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. 

3. Memberi tahu lebih jelasnya masyarakat atau peneliti tentang 

penyusunan Peraturan Desa APBDes Desa Kedungkelor. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1 Good Governance 

Governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan 

masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, governance mencakup 3 domain 

yaitu state (negara/pemerintahan), private sectors (sektor swasta/dunia usaha), 

dan society (masyarakat). (Sedarmayanti, 2007 : 2). “good governance adalah 

penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta 

efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaktif yang konstruktif 

diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat (Sedarmayanti, 2007 : 36). 

Good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. 

menyatakan good governance adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk 

menciptakan good governance pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan 

dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, 

kolusi, dan nepotisme. (Gunawan Sumodiningrat, 1999: 251). 

Mengakui ada banyak aktor yang terlibat dalam proses sosial, governance 

bukanlah sesuatu yang terjadi secara chaotic, random atau tidak terduga. Ada 

aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang berbeda. Salah satu 

aturan main yang penting adalah adanya wewenang yang dijalankan oleh negara. 

Tetapi harus diingat, dalam konsep governance wewenang diasumsikan tidak 

diterapkan secara sepihak, melainkan melalui semacam konsensus dari pelaku-

pelaku yang berbeda. Oleh sebab itu, karena melibatkan banyak pihak dan tidak 

bekerja berdasarkan dominasi pemerintah, maka pelaku-pelaku diluar pemerintah 
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harus memiliki kompetensi untuk ikut membentuk, mengontrol, dan mematuhi 

wewenang yang dibentuk secara kolektif. Definisi governance adalah mekanisme 

pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan, 

sehingga good governance, dengan demikian, adalah mekanisme pengelolaan 

sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk 

menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien dan relatif 

merata. 

 Dokumen United Nations Development Program (UNDP), tata 

pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi 

guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan 

mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan 

kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, 

menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-

perbedaan diantara mereka. Jelas bahwa good governance adalah masalah 

perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat. Memang sampai saat ini, 

sejumlah karakteristik kebaikan dari suatu governance lebih banyak berkaitan 

dengan kinerja pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk 

mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan kesehatan dan 

infrastuktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat warga yang 

kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem demokrasi, rule of law, Hak 

Asasi Manusia, dan dihargainya pluralisme. Good governance sangat terkait 

dengan dua hal yaitu good governance tidak dapat dibatasi pada tujuan ekonomi 

dan tujuan ekonomi pun tidak dapat dicapai tanpa prasyarat politik tertentu. 
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3.1.1 Good Governance Pemerintahan Desa 

 Membangun good governance adalah mengubah cara kerja state, membuat 

pemerintah accountable, dan membangun pelaku-pelaku di luar negara cakap 

untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Tidak 

ada satu tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan 

mengubah karakteristik dan cara kerja institusi negara dan pemerintah good 

governance juga harus menjangkau berbagai tingkat wilayah politik. Membangun 

good governance adalah proyek sosial yang besar. Agar realistis, usaha tersebut 

harus dilakukan secara bertahap. Untuk Indonesia, fleksibilitas dalam memahami 

konsep ini diperlukan agar dapat menangani realitas yang ada.  

“Mekanisme dalam good governance adalah jaringan baik yang bersifat 

horizontal antara berbagai institusi yang ada pada level yang sama, 

maupun secara vertikal antara berbagai institusi pada level yang berbeda. 

Adanya aktor pada tingkat internasional, nasional, regional, lokal, dan 

individual. Hubungan antar aktor yang berbeda akan menghasilkan pola 

jaringan sebagai antar aktor di sektor publik, antar aktor di tingkat lokal 

dan individual, antar aktor sektor publik dengan private, dan kombinasi 

aktor di private untuk mempengaruhi tindakan di sektor publik. 

Keuntungan dari jaringan antar sektor baik di dalam sektor publik maupun 

dengan sektor swasta adalah proses pembelajaran yang meningkat, 

penggunaan risorsis secara efisien, peningkatan kapasitas untuk 

perencanaan dan untuk mengatasi masalah yang kompleks, peningkatan 

kompetisi. Dalam perkembangan sistem pemerintahan belakangan ini, 

proses demokratisasi dan desentralisasi yang banyak dilakukan di banyak 

negara telah mendorong percepatan praktik good governance. Ada 

beberapa penjelasan tentang hal tersebut, antara lain karena:  

1. kompetisi politik menciptakan insentif bagi pemerintah lokal untuk 

menunjukkan kinerjanya secara efektif, dan bagi partai oposisi 

senantiasa mengawasi para pejabat yang dipilih, 

2.  ketrampilan dan strategi kepemimpinan akan mentransformasikan 

local governance dengan mempromosikan kebijakan yang inovatif 

dan mengatasi berbagai kendala institusional,  

3. aktivisme warga, dengan melakukan tuntutan terhadap good and 

services maupun mengawasi para pejabatnya, akan mendorong 

perbaikan pemerintah lokal. (Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 

Volume 11, Nomor 1, Januari 2011: 3) 
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Perwujudan good local governance tidak hanya terfokus pada domain 

negara, melainkan juga membutuhkan peran yang sangat penting dari sektor  

swasta serta masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan. Untuk  menuju  

pemerintahan daerah yang baik adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip 

kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kepemerintahan di daerah 

dalam segala aspek kehidupan yang sangat luas yang mencakup aspek hukum,  

politik,  ekonomi,  sosial,  yang  terkait  dengan  tugas  dan  fungsi  eksekutif,  

legislatif  dan yudikatif serta melibatkan seluruh pihak. Artinya mutlak diperlukan 

kerjasama dan hubungan yang sinergis diantara domain governance yang 

mencakup negara (penyelenggara kekuasaan negara di tingkat lokal), sektor 

swasta dan masyarakat lokal.  

Mewujudkan good governance dalam konteks otonomi daerah sekaligus 

bagaimana upaya sistem pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan 

kepuasan serta kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya reformasi 

kelembagaan dan reformasi manajemen publik. Reformasi kelembagaan 

menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur 

maupun infrastrukturnya dan yang menyangkut reformasi manajemen publik, 

organisasi sektor publik perlu mengadopsi beberapa praktik dan teknik 

manajemen yang diterapkan sektor swasta. Selain reformasi kelembagaan dan 

reformasi manajemen publik, untuk mendukung terciptanya good governance, 

maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan 

sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Tuntutan pembaharuan sistem 

keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat (public money) dilakukan 
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secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta 

akuntabilitas publik (public accountability) yang pada akhirnya dapat 

menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. 

Disimpulkan  bahwa perwujudan good local governance sangat  

bergantung kepada Sistem pemerintahan daerah yang diberikan oleh pusat, 

kapasitas aparatur pemerintahan daerah yang menjalankan kekuasaan di tingkat 

lokal, kapasitas sektor swasta di daerah (local private sector) Kapasitas Organisasi 

masyarakat sipil di daerah dan kapasitas masyarakat umum. (Syaukani HR, 2003: 

37).   

3.1.2 Prinsip-prinsip Good Governance. 

 Sedarmayanti yang mengutip dari UNDP (United Nation Development 

Progamme) tahun 1997, prinsip-prinsip good governance yaitu (Sedarmayanti, 

2007 : 13) : 

1. Partisipasi (Participation) 

Semua warga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik 

langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk 

mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut 

dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan 

pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. 

2. Penegakan Hukum (Rule of Law)  

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-

perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan 

hukum. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakkannya 

yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang 

anarkis. Karakter dalam menegakkan rule of law: 

a. Supremasi hukum (the supremacy of law); 

b. Kepastian hukum (legal certainty); 

c. Hukum yang responsif; 

d. Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi; 

e. Independensi peradilan. 

3. Transparansi 

Salah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir masa orde baru 

adalah merebaknya kasus-kasus korupsi yang berkembang sejak awal 
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masa rejim kekuasaannya. Salah satu yang dapat menimbulkan dan 

memberi ruang gerak kegiatan korupsi adalah manajemen 

pemerintahan yang tidak transparan. Aspek mekanisme pengelolaan 

negara yang harus dilakukan secara transparan. Setidaknya ada 8 

aspek yaitu: 

a. Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan 

b. Kekayaan pejabat public 

c. Pemberian penghargaan 

d. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan   

kehidupan 

e. Kesehatan 

f. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan public 

g. Keamanan dan ketertiban 

h. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat 

4. Responsif (Responsiveness) 

Pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-

persoalan masyarakat. 

5. Orientasi Kesepakatan (Consencus Orientation) 

Pengambilan putusan melalui proses musyawarah dan semaksimal 

mungkin berdasar kesepakatan bersama. 

6. Keadilan (Equity) 

Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan 

7. Efektifitas (Effectiveness) dan Efisiensi (Efficiency) 

Agar pemerintahan efektif dan efisisen, maka para pejabat 

perancang dan pelaksana tugas-tugas pemerintahan harus mampu 

menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan 

nyata dari masyarakat, secara rasional dan terukur. 

8. Akuntabilitas (Accountability) 

Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang 

memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurusi berbagai 

urusan dan kepentingan mereka, setiap pejabat publik dituntut untuk 

mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, 

maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. 

9. Visi Strategis (Syrategic Vision) 

Pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan 

datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam kerangka perwujudan 

good governance, karena perubahan dunia dengan kemajuan 

teknologinya yang begitu cepat. 

 

Perwujudan good local governance tidak hanya terfokus pada domain 

negara, melainkan  juga  membutuhkan  peran  yang  sangat  penting  dari  sektor  

swasta serta masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan. Menuju  

pemerintahan daerah yang baik adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip 
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kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kepemerintahan di daerah 

dalam segala aspek kehidupan yang sangat luas yang mencakup aspek hukum,  

politik,  ekonomi,  sosial,  yang  terkait  dengan  tugas  dan  fungsi  eksekutif,  

legislatif  dan yudikatif serta melibatkan seluruh pihak. Artinya mutlak diperlukan 

kerjasama dan hubungan yang sinergis diantara domain governance yang 

mencakup negara (penyelenggara kekuasaan negara di tingkat lokal), sektor 

swasta dan masyarakat lokal. Disimpulkan  bahwa perwujudan good local 

governance  sangat  bergantung kepada : 

(1) Sistem pemerintahan daerah yang diberikan oleh pusat. 

(2) Kapasitas aparatur pemerintahan daerah yang menjalankan 

kekuasaan di tingkat lokal. 

(3) Kapasitas sektor swasta di daerah (local private sector). 

(4) Kapasitas Organisasi masyarakat sipil di daerah dan kapasitas 

masyarakat umum.(Syaukani HR, 2003: 37)   

 

2.2 Kebijakan Publik Dalam Pemerintahan 

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai 

bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan 

sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat 

nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, 

peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, 

keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan 

bupati/walikota. 

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata 

banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton 

memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of 

values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa 
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kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan 

kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau 

sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang 

terarah.  

Analisis kebijakan adalah awal, bukan akhir, dari upaya untuk 

meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Itulah sebabnya 

analisis kebijakan didefinisikan sebagai pengkomunikasian penciptaan dan 

penilaian kritis, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Kualitas analisis 

kebijakan adalah penting sekali untuk memperbaiki kebijkan dan hasilnya. Tetapi 

analisis kebijakan yang baik belum tentu dimanfaatkan oleh para pemakainya, dan 

jikapun analisis kebijakan digunakan, belum menjamin kebijakan yang lebih baik. 

Pada kenyatannya, ada jarak yang lebar antara penyelenggaraan analisis kebijakan 

dan pemanfaatannya dalam proses pembuatan kebijakan. (Dunn, 2003:29) 

Kebijakan publik harus mempunyai proses komunikasi kebijakan yang 

baik, karena untuk lebih mendekatkan dan mengenalkan kepada masyarakat 

khususnya yang berpengaruh langsung terhadap kebijakan tersebut agar 

masyarakat lebih mengetahui kebijkan tersebut. Dokumen-dokumen yang relevan 

dengan kebijakan dan presentasi lisan ini adalah untuk meningkatkan prospek 

pemanfaatan pengetahuan dan diskusi terbuka antara para pelaku kebijakan pada 

beberapa tahap proses pembuatan kebijakan. Berikut adalah bagan proses 

komunikasi kebijakan : 
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Bagan 2.1 : Proses Komunikasi Kebijakan (Dunn, 2003 : 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : William N. Dumn Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua 

Suharno (2010:52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan 

yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun 

demikian, para adsministrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut 

memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga 

dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended risks) maupun 

yang tidak diharapkan (unintended risks). 
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Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) 

mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana 

terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan 

terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai 

tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan 

perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari 

definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang 

sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan 

pada suatu masalah. 

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri 

masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka 

untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) 

memberikan beberapa pedoman sebagai berikut: 

1) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan, 

2) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari 

administrasi, 

3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan, 

4) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan, 

5) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, 

6) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit 

maupun implisit, 

7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang 

waktu, 

8) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar 

organisasi dan yang bersifat intra organisasi, 

9) Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci 

lembaga-lembaga pemerintah, 

10) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. 
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Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang 

turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan 

kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembuatan kebijakan adalah (Suharno: 2010: 52-53) : 

  a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar 

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar 

atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar. 

  b. Adanya pengaruh kebiasaan lama 

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro 

disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi 

modal yang hingga saat ini belum professional dan terkadang amat 

birikratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para 

administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan 

hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu 

diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas 

untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut 

dipandang memuaskan. 

  c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi 

Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat 

kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat 

pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan 

keputusan/kebijakan. 

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar 

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga 

berperan besar. 

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu 

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan 

pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada 

pembuatan kebijakan. Misalnya,orang mengkhawatirkan pelimpahan 

wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir 

disalahgunakan. 

 

Pengertian kebijakan publik dan macam-macam kebijakan publik diatas 

penulis akan lebih fokus pada kebijakan publik pada undang-undang yaitu 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kebijakan yang diambil 

Pemerintahan Desa Kedungkelor dalam penyusunan APBDes. Peran 

pemerintahan desa dalam mengambil kebijakan sudah berjalan dengan baik 
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apakah belum. Dan disinilah penulis mengupas permasalahan dengan 

menggunakan teori kebijakan. 

2.3 Pemerintahan Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa 

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat 

untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Dalam 

pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi 

desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan 

kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, 

persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan 

dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003:66) 

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Pasal 1)  
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Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan Nasional yang 

penyelenggaraannya  ditujukan  pada  pedesaan.  Pemerintahan  Desa  adalah 

suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan 

dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

(Maria Eni Surasih, 2002: 23) 

Menurut ketentuan umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. Dan pemeritahan Desa adalah Pemerintahan Desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemeritah desa, yakni Kepala 

Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa 

atau yang disebut dengan nama lain. Kewenangan desa meliputi kewenangan di 

bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. 

Pasal 19 

Kewenangan Desa meliputi:  

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;  

b. kewenangan lokal berskala Desa;  

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota; dan  

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai 
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 20 

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan 

lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan 

huruf b diatur dan diurus oleh Desa.  

 

Pasal 21 

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan 

tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c 

dan huruf d diurus oleh Desa. 

 

Tetapi dalam kontruksi hukumnya ada kewenangan berasal dari penugasan 

dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan kabupaten/ kota. 

Mengacu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 22 

yang menyatakan: 

1) Penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada desa 

meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa.  

2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai biaya.  

Penugasan yang bisa datang dari pemerintah, dan atau pemerintah daerah 

(bisa pemerintahan daerah provinsi, bisa pemerintah daerah kabupaten kota) 

yakni; penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Keempat 

hal tersebut penugasaan disertai biaya. hanya ada dua konsep yang diberikan 

batasan dalan Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, yakni: pembangunan desa dan pemberdayaan desa sebagaimana 

pernyataan berikut ini: pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas 
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hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

(Pasal 1 angka 8) dan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya 

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan 

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, 

kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 

prioritas kebutuhan masyarakat Desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa Pasal 1 Angka 12)  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 

Ayat 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, 

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan yang di miliki kepala desa adalah 

melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:  

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;  

c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;  

d. menetapkan Peraturan Desa; 

e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;  

f. membina kehidupan masyarakat Desa; 

g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 

h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; 

i. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan  negara 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

j. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;  

k. memanfaatkan teknologi tepat guna;  

l. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;  

m. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan  

n. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 
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26 Ayat 2) 

 

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, maka secara 

hukum memiliki tanggung jawab yang besar, untuk efektif harus ada 

pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. 

Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala berhak:  

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; 

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; 

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan 

lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; 

d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;  

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada 

perangkat Desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 

Ayat 3) 

 

Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. 

perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana 

teknis. 

Pasal 48 

Perangkat Desa terdiri atas: 

a.  sekretariat Desa; 

b.  pelaksana kewilayahan; dan 

c.  pelaksana teknis. 

 

Pasal 49 

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas 

membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya. 

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh 

Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama 

Bupati/Walikota. 

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada 

Kepala Desa. 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 61 Perangkat Desa 
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terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. 

Perangkat  Desa  berkedudukan  sebagai  unsur pembantu kepala Desa. Pasal 

selanjutnya yang mengatur tentang Perangkat Desa adalah: 

Pasal 62 

(1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur 

staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang 

administrasi pemerintahan. 

(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 

terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan. 

(3)  Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

Pasal 63 

(1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa 

sebagai satuan tugas kewilayahan. 

(2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara 

pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan 

Desa. 

 

Pasal 64 

(1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai 

pelaksana tugas operasional. 

(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 

terdiri atas 3 (tiga) seksi. 

(3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

Pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur 

pemerintahan desa. Mempunyai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 4, yakni Badan 

Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis.  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 
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menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: 

a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa; 

b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 

c.  melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

 

Pasal 61 

Badan Permusyawaratan Desa berhak: 

a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; 

b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 

dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan 

c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

 

Pasal 62 

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak: 

a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; 

b. mengajukan pertanyaan; 

c.  menyampaikan usul dan/atau pendapat; 

d.  memilih dan dipilih; dan 

e.  mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

 

Pasal 63 

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 

b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat Desa; 

d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, 

kelompok, dan/atau golongan; 

e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; 

dan 

f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 

kemasyarakatan Desa. 
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Penyelenggaraan pemerintah desa dalam membuat dan mengelola 

APBDes harus memenui asas Trasparasi, Akuntabilitas dan Parsitipasi. Oleh 

karena itu di sebutkan juga menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa Pasal 24 menyebutkan bahwa : 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: 

a. kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang    

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, 

dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa. 

b. tertib penyelenggaraan pemerintah adalah asas yang menjadi landasan 

keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

c. tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan 

kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan 

selektif. 

d. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 

tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan 

antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

f. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

g. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

h. efektivitas dan efisiensi adalah  asas yang menentukan bahwa setiap 

kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang 

diinginkan masyarakat Desa. Sedangkan yang di maksud  “efisiensi” 

adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang 

dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan. 

i. kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan 

kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan 

masyarakat Desa. 

j. Keberagaman adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak 

boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu 

k. Partisipatif penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang 

mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa. 
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2.4 Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 

(APBDes) Perspektif Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa 

2.4.1 Peraturan Desa 

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa. Berbunyi: 

Pasal 69 

(1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan 

bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. 

(2)  Peraturan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang 

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

(3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa 

harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum 

ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diserahkan oleh 

Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung 

sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh 

Bupati/Walikota. 

(6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), Kepala Desa wajib 

memperbaikinya. 

(7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak 

diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi. 

(8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam 

batas waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), Peraturan Desa 

tersebut berlaku dengan sendirinya. 

(9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat 

Desa. 

(10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan 

Peraturan Desa 

(11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam 

Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa. 



35 

 

  

(12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai 

aturan pelaksanaanya. 

Pasal 70 

(1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang 

melakukan kerja sama antar Desa. 

(2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam 

kerja sama antar Desa. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bagian kesatu 

mengatur tata cara penyusunan peraturan di Desa, yaitu: 

Pasal 83 

(1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.  

(2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan 

peraturan Desa kepada pemerintah desa.  

(3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk 

mendapatkan masukan.  

(4) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 

Badan Permusyawaratan Desa.  

 

Pasal 84  

(1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama 

disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada 

kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 

7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.  

(2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda 

tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak 

diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan 

Permusyawaratan Desa.  

(3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan 

berita Desa oleh sekretaris Desa.  

(4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan 

pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah 

diundangkan.  

(5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.  
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2.4.2 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa (PP No 43 tahun 2014 Pasal 

1 Ayat 10). BAB VIII bagian ke 1 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan 

kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang 

dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak 

dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menimbulkan pendapatan, 

belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. (Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71). 

Desa mempunyai pendapatan yang bersumber dari : 

a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. 

b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah   Kabupaten/Kota. 

d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan 

yang diterima Kabupaten/Kota. 

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi dan Anggaran 

f. Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 

g. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. dan  

h. lain-lain pendapatan Desa yang sah. (Pasal 72 Ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014) 

 

Pembuatan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan 

oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 73 Ayat 2) selanjutnya 

Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala 

Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap Tahun dengan 

Peraturan Desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 73 
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Ayat 3) 

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala 

Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Dalam 

melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa 

menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Ketentuan lebih 

lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 Ayat 1 Pembangunan 

Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup 

manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, 

pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi 

lokal,serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, 

bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana 

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, 

alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan 

keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang 

tidak mengikat dari pihak ketiga. Huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) 

dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan 

yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam rangka pengelolaan keuangan 

desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang 
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ditunjuk. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), pemerintah dapat melakukan penundaan 

dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana 

Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke desa. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu aset Desa 

dalam bagian kedua. Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar 

Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan 

hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset 

lainnya milik Desa. (Pasal 76 angka 1). Aset lainnya milik Desa sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1) antara lain: 

a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang 

sejenis; 

c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari 

perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

d. hasil kerja sama Desa; dan 

e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

 

 Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa 

yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. Kekayaan milik 

Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Kekayaan 

milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. 

Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan 

ditatausahakan secara tertib. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Pasal 76 Angka 3, 4, 5, dan 6) 
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 Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas 

kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, 

efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan 

milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup 

masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan 

milik Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa 

bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan 

kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 77 Ayat 1, 2, dan 3) 

 Mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good governace) dalam 

penyelenggaraan desa, penyusunan APBDes dilakukan berdasarkan prinsip tata 

kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan  tertib 

dan disiplin anggaran. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan 

Pembangunan Desa, dinyatakan bahwa Perencanaan pembangunan jangka 

menengah desa (RPJMDes) disusun dalam periode 5 (lima) Tahun, yang memuat 

arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan 

umum, dan program dan satuan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 

lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. 

 Selanjutnya dalam Bab V Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, dinyatakan 

RPJMDes merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa yang terpilih. 

RPJMDes ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah kepala Desa dilantik. Kepala 

Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDes yang 

merupakan penjabaran dari RPJMDes berdasarkan hasil musyawarah rencana 
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pembangunan desa. Penyusunan RKPDes diselesaikan paling lambat akhir 

bulan Januari Tahun anggaran sebelumnya. RPJMDes ditetapkan dengan 

peraturan desa, sedangkan RKPDes ditetapkan dengan peraturan kepala desa. 

Penetapan  rancangan  APBDes Pasal 5 dan 6, Permendagri Nomor 37 Tahun  

2007 tidak dinyatakan bahwa penyusunan dan penetapan rancangan APBDes 

disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. 

 Pelaksanaan otonomi desa menyebabkan perlunya reformasi dalam 

manajemen keuangan desa. Salah satu reformasi yang penting adalah dalam 

bidang penganggaran (budgeting reform). Reformasi anggaran meliputi proses 

penyusunan, penetapan dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. 

Aspek utama  reformasi anggaran adalah perubahan anggaran dengan pendekatan 

tradisional (tradisional budget) ke anggaran dengan pendekatan kinerja 

(performance budget). 

  Anggaran   tradisional   didominasi   oleh   penyusunan   anggaran   yang   

bersifat   line   item   dan incrementalism, yaitu proses penyusunan anggaran yang 

hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, 

konsekuensinya tidak ada perubahan yang mendasar atas anggaran baru. Hal ini 

sering bertentangan  dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat. Dengan 

basis seperti ini, APBDes masih terlalu berat menahan, arahan, batasan, serta 

orientasi subordinasi kepentingan pemerintah atasan. 

  Proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes harus difokuskan pada 

upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi 

perioritas desa yang bersangkutan dan dengan memperhatikan asas umum 
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APBDes. Menurut Pasal 8 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Pelaksanaan 

APBDes yang berhubungan dengan pendapatan desa dengan memperhatikan : 

a. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa 

b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di   

wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah. 

c. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber 

penerimaan dan pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDesa. 

d. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan 

sah. 

e. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa 

yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. 

f. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan 

dalam pengaturan desa. 

g. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan 

membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk 

pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam Tahun yang sama. 

h. Untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi pada Tahun-

Tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. 

i. Pengembalian diatas, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan 

sah. 

 

Selanjutnya dalam Pasal 9 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, 

dinyatakan bahwa pelaksanaan pengeluaran APBDesa dengan memperhatikan :  

a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung 

dengan bukti yang sah dan lengkap. 

b. Bukti harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran 

material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. 

c. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak 

dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa 

ditetapkan menjadi peraturan desa. 

d. Pengeluaran kas desa sebagaimana yang dimaksud pada point c tidak 

termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa 

yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. 

e. Bendahara desa sebagai wajib pungut PPH dan pajak lainnya, wajib 

menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 

dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Budi Mulyana, dkk, LPKPAP, 2006. Dalam keadaan darurat, pemerintah 

desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang 
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selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBDes. Kriteria Keadaan 

darurat sebagaimana dimaksud sebagai berikut :  

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan 

tidak dapat diprediksi sebelumnya. 

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.  

c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa.  

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 
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2.5  Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 : Kerangka Berpikir 

 

 Undang-Undang Dasar 1945  

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa 

 Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 

 Permendagri Nomor 37 Tahun 

2007 

 Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2009  

 

 

a. Mekanisme penyusunan Peraturan Desa 

APBDes di Desa Kedungkelor 

Kecamatan warureja Kabupaten Tegal 

Prespektif Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 ? 

b. Peran Pemerintahan Desa dalam 

penyusunan APBDes di Desa 

Kedungkelor Kecamatan warureja 

Kabupaten Tegal Prespektif Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 ? 

 
 

 

 

Landasan Teori: 

1. Good governance 

2. Kebijakan Publik 

3. Teori Stufenbau 

4. Pemerintahan Desa 

5. Peraturan Desa 

APBDes 

kajian sosio legal terhadap 

peran pemerintahan desa 

dalam penyusunan APBDes 

perspektif Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa. 

Good local 

governance dan 

Good Local 

Government 

Pihak yang 

menjadi sumber 

data adalah Desa 

Kedungkelor 

kecamatan 

Warureja 

Kabupaten Tegal 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

6.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif hukum, yaitu merupakan 

suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang 

diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu adalah 

mengenai manusia. Maka dengan menggunakan metode kualitatif seorang peneliti 

diharapkan dapat mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya (Soerjono 

Soekanto, 1982 : 32). 

Data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitaitif apabila 

(Waluyo, 2002 : 77) : 

1. Data yang terkumpul tidak terdapat angka-angka yang dapat  

dilakukan pengukuran. 

2. Data tersebut sukar diukur dengan angka. 

3. Hubungan antara variabel tidak jelas.  

4.  Sampel lebih bersifat non probabilitas. 

5. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan  

pengamatan. 

6. Penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan. 

 

Pendekatan penelitian ini diharapkan dapat mengkaji dan menganalisis 

segala temuan yang ada pada saat penelitian dilaksanakan dan disertai usulan 

penyelesaian tentang masalah dalam peran Pemerintahan Desa dalam penyusunan 

APBDes di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal perspektif 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.  
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6.2 Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang akan penulis gunakan dengan pendekatan yuridis 

sosiologis, maka penelitian ini secara garis besar akan berjalan dengan 

memperhatikan apa yang menjadi rumusan dari jenis penelitian yuridis sosiologis, 

yakni: 

“Secara yuridis berarti penelitian ini bisa mencakup penelitian terhadap 

asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah 

hukum, dan perbandingan hukum secara sosiologis berarti penelitian ini 

terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan 

penelitian terhadap efektifitas hukum” (Soekanto, 1986: 51). 

 

Alasan penulis memilih menggunakan pendekatan ini yaitu pendekatan 

yuridis sosiologis dikarenakan pendekatan tersebut data-data yang dibutuhkan 

berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Sebaran-

sebaran informasi yang dimaksud adalah yang didata dari hasil wawancara dengan 

para informan, dan yang diperoleh dari penelitian berusaha memberikan gambaran 

atau mengungkapkan berbagai faktor yang dipandang erat hubungannya dengan 

gejala-gejala yang diteliti, kemudian akan dianalisa mengenai penerapan atau 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan mengenai 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mendapatkan data atau 

informasi mengenai pelaksanaannya serta hambatan-hambatan yang dihadapi. 

Dalam Yuridis disini penulis menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman 
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Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Kemudian Sosiologis 

disini penuis dalam melakukan penelitian di Pemerintah Desa Kedungkelor 

Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. 

6.3 Fokus Penelitian 

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja Sesuai dengan rumusan 

permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah 

peran Pemerintahan Desa dalam penyusunan APBDes perspektif Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (studi di Desa Kedungkelor Kecamatan 

Warureja Kabupaten Tegal). 

6.4 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. 

Mengacu pada lokasi. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Kedungkelor 

Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. Alasan peneliti ingin mengambil di Desa 

Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal karena Desa Kedungkelor 

terdapat potensi desa yang memadai dan dilalui akses jalan utama pantai utara 

jawa namun pembangunan tidak merata serta kondisi jalan yang rusak dan kurang 

penerangan jalan, Pemerintahan Desa Kedungkekor dalam penyusunan APBDes 

kurang efektif. sehingga perlu adanya peran pemerintah desa yang baik untuk 

mensejahterakan masyarakat. 

6.5 Sumber Data Penelitian 

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil, dan 

dikumpulkan. Adapun jenis sumber data penelitian ini meliputi: 
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6.5.1 Sumber Data Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas (Marzuki, 2007 : 141). Sumber data primer diperoleh 

peneliti melalui pengamatan atau observasi langsung yang didukung dengan 

wawancara terhadap informan. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan 

atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan 

melihat, mendengar, dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah, dan 

senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan.  

Hubungan antara peneliti dengan responden atau informan dibuat seakrab 

mungkin supaya subyek penelitian bersikap terbuka dalam setiap menjawab 

pertanyaan. Responden lebih leluasa dalam memberi informasi atau data, untuk 

mengemukakan pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan informasi 

sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian. Sumber data primer peneliti 

akan melakukan pengamatan atau observasi di Desa Kedungkelor selain itu 

peneliti juga akan melakukan penelitian kepada Kepala Desa Kedungkelor yaitu 

dengan melakukan wawancara kepada Adi Wartono, kepada Muh Yani sebagai 

Sekretaris Desa Kedungkelor, kepada Taryani sebagai Kaur Pembangunan, 

Kepada Arif Nurdin Sebagai Ketua BPD Desa Kedungkelor, dan masyarakat Desa 

Kedungkelor agar peneliti lebih mengetahui bagaimana peran pemerintahan desa 

dalam penyusunan APBDes di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja 

Kabupaten Tegal. 

Kemudian selain sumber primer tersebut, peneliti juga menggunakan 

bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

6.5.2 Sumber Data sekunder 

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks 

berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan 

klasik para sarjana yang mempuyai kualifikasi tinggi (Marzuki, 2007 : 142). 

Tulisan-tulisan yang ada kaitanya dengan masalah yang akan diteliti guna 

mendapatkan landasan teoritis dan informasi yang jelas dalam penelitian ini 

sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini adalah arsip dan dokumen-

dokumen resmi untuk mendapatkan data dalam penelitian yang dilakukan. 

Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu 

buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yaitu buku yang terkait dengan judul 

yang dibuat oleh penulis, jurnal-jurnal dari berbagai sumber yang berkaitan 

dengan skripsi penulis, karya ilmiah pereorangan yaitu skripsi dan tesis yang 

menyangkut dengan topik penulis, dan sumber lainnya yaitu internet, artikel, surat 

kabar yang berkaitan dengan topik penulis yaitu mengenai peran Pemerintahan 

Desa dalam penyusunan APBDes. 

6.6 Teknik Pengumpulan Data 

6.6.1 Studi Kepustakaan 

“Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah 

menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti 

mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih 

siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap” (Sunggono, 2013 : 112). 



49 

 

  

Pada tahapan ini peneliti akan mencari landasan teoritis dan permasalahan 

penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat 

“trial and error”. 

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori, pendapat-

pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok 

permasalahan, kepustakaan tersebut dapat berupa (Ronny Hanitijo Soemitro) : 

a. Peraturan perundang-undangan, 

b. Karya ilmiah para sarjana, 

c. dan lain-lain sumber. 

Teknik pengumpulan data studi kepustakaan penulis menggunakan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, dan jurnal-jurnal. 

6.6.2 Wawancara 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengaa bertanya 

langsung pada yang di wawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi 

dan komunikasi (Soemitro, 1994 : 57).  Melalui wawancara kepada pemerintahan 

Desa peneliti memperoleh gambaran mengenai peran pemerintahan desa dalam 

penyusunan peraturan desa tentang APBDes. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan wawancara sebagai 

alat pengumpulan data, antara lain (Soekanto, 1982 : 25) : 

a. Kualitas pewawancara, 

b. Kualitas yang diwawancarai, dan 
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c. Sifat dari masalah yang diteliti. 

Teknik pengumpulan data wawancara penulis akan wawancara dengan 

Kepala Desa Kedungkelor yaitu dengan melakukan wawancara kepada Adi 

Wartono sebagai Kepala Desa Kedungkelor, kepada Muh Yani sebagai Sekretaris 

Desa Kedungkelor, kepada Taryani sebagai Kaur Pembangunan, kepada Arif 

Nurdin sebagai Ketua BPD Desa Kedungkelor, dan masyarakat Desa 

Kedungkelor agar peneliti lebih mengetahui bagaimana peran pemerintahan Desa 

dalam penyusunan APBDes di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja 

Kabupaten Tegal. 

6.6.3 Observasi 

“Secara metodologis bagi penggunaan pengamatan atau observasi adalah 

pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, 

kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. 

pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana 

dilihat oleh subyek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti 

fenomena dari segi pengertian subyek, menangkap kehidupan budaya 

dari segi pandangan  dan anutan para subyek pada keadaan waktu itu. 

pengamatan memungkinkann peneliti merasakan apa yang dirasakan dan 

dihayati oleh suyek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi 

sumber data. pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan 

yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subyek”.  

(Moleong, 2013 : 176). 

 

Ciri-ciri pokok dari proses pengamatan atau observasi, adalah antara lain 

(Soekanto, 1982 : 22) : 

a. Pengamatan mencakup seluruh konteks social almiah dari perilaku 

manusia yang nyata. 

b. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi 

hubungan social antara orang-orang yang diamati perilakumya. 

c. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut 

pandang hidup atau faksafah hidup dari pihak-pihak yang diamati. 

d. Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya. 
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Tujuan pengamatan tiada lain adalah hal-hal apa yang harus diamati 

selama proses pengamatan, yakni meliputi (Waluyo, 2002 : 69) : 

a. Mendapatkan data tentang perilaku manusia sewajarnya atau apa 

adanya. 

b. Medapatka data yang berhubungan dengan perilaku nyata dalam 

prosesnya. 

c. Mendapatkan gambaran selintas maupun meyeluruh mengenai 

perilaku manusia. 

d. Penggalian data (eksplorasi). 

e. Mendapatkan data yang belum atau tidak ditemukan di dalam 

kepustakaan. 

 

Teknik pengumpulan data observasi penulis melakukan pengamatan di 

Pemerintah Desa Kedungkelor untuk mengetahui langsung pemerintahan desa, 

dan mendokumentasikannya, untuk menggali lebih dalam melakukan observasi. 

6.7 Validitas Data 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Prinsip validitas yaitu pengkuran atau pengamatan 

yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam pengumpulan data. Jadi validitas 

data lebih menekankan pada alat ukur atau pengamatan. Keabsahan data 

diperlukan teknik pemeriksaan data. Teknik yang digunakan untuk menetapkan 

keabsahan data dalam penelitian dilapangan salah satunya adalah dengan teknik 

triangulasi. Triangulasi merupakan satu pikiran, untuk mengumpulkan data dan 

memeriksa kembali temuan-temuan, dengan menggunakan sumber-sumber ganda 

dan cara-cara perolehan data, proses pengujian dapat dibangun untuk proses 

perolehan data, dan tidak banyak lagi yang harus dilakukan setelah melaporkan 

prosedurnya (Miles dan Huberman, 1992 : 437). Dengan triangulasi, peneliti dapat 

me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai 
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sumber, metode, atau teori, maka untuk itu peneliti dapat melakukan dengan jalan 

(Moleong, 2013 : 332) : 

a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan; 

b. Mengeceknya dengan sumber data; 

c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data 

dapat dilakukan. 

 Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data ini (Moleong, 2000:178). Proses pemeriksaan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan mengecek dan membandingkan data hasil 

wawancara dengan data hasil observasi dan data pelengkap lainnya. 

 Patton dalam Moleong menjelaskan, triangulasi dengan sumber dapat 

ditempuh dengan jalan sebagai berikut : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apayang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti 

dengan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. (Moleong, 2002:178) 

 

Triangulasi digunakan penulis sebagai parameter dalam mengkaji hasil 

penelitian, dalam proses perolehan data yang lebih akurat penulis melakukan 

pengamatan tentang apa yang terjadi di luar institusi yaitu sebagai rumusan 

masalah penulis dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak instansi 



53 

 

  

terkait yaitu Pemerintahan Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten 

Tegal. 

6.8 Analisis Data  

Penelitian ini data yang terkumpul dalam penelitian dianalisis dengan 

metode analisa kualitatif. Dalam buku Moleong, pengertian analisis data kualitatif 

menurut (Bogdan dan Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mengsintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2013 : 248). Tahapan analisis data 

kualitatif dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

Bagan 3.1 :  Teknik Analisis Data Kualitatif 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Komponen Analisis Data Kualitatif (Miles dan Huberman, 1992 : 

20). 

 

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut dan berulang 

terus-menerus. “Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ 

verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian 

kegiatan analisis yang saling susul menyusul” (Miles dan Huberman, 2007: 20).  

Pengumpulan data Penyajian data 

Kesimpulan – Kesimpulan 

penafsiran/Verifikasi Reduksi Data 
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Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu 

masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang 

ilmuwan akan berbeda dengan kerja seorang awam. Seorang ilmuwan selalu 

menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif. 

Sebaliknya bagi awam, “kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh 

campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai 

masuk akal oleh banyak orang” (Sunggono, 2006:43). 

Analisis data yang digunakan penulis adalah mengumpulkan data yang ada 

di Pemerintah Desa Kedungkelor dan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik 

skripsi penulis, kemudian di analisis menggunakan teori yang ada di dalam 

landasan teori penulis, sehingga di peroleh hasil yang kemudian di bahas oleh 

penulis dan terjawabnya permasalahan yang ada di dalam penulisan skripsi 

penulis yang kemudian dapat di tarik kesimpulan dari seluruh hasil dan 

pembahasan skripsi oleh penulis. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Desa 

Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal disimpulkan bahwa: 

1. Mekanisme penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes Desa 

Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal terdiri dari persiapan 

penyusunan Peraturan Desa, yaitu dari tahap perencanaan dan persiapan 

dalam pembentukan peraturan desa. Proses penyusunan Peraturan Desa, 

melalui tahap proses perumusan pembahasan dan teknik penyusunan 

peraturan desa serta pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan 

peraturan desa. Mekanisme penyusunan Peraturan Desa APBDes di Desa 

Kedungkelor sudah berjalan Dengan baik tetapi dalam prosesnya 

masyarakat harus lebih ikut berpartisipasi. Keberadaan Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam ini di harapkan masyarakat 

memberi peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di 

kedungkelor, untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.  

2. Peran Pemerintah Desa Kedungkelor dalam penyusunan APBDes telah 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, namun fungsi 

legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukan 

dengan peran BPD Kedungkelor dalam membingkai peraturan desa yang 

masih kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Serta masih ada 

hambatan-hambatan dalam penyusunan peraturan desa APBDes. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang dijelaskan diatas maka peneliti 

memberikan saran bahwa : 

1. Mekanisme penyusunan Peraturan Desa APBDes Kedungkelor dianjurkan 

masyarakat sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintah 

Desa untuk meningkatkan penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes. 

Masyarakat Desa kedungkelor agar ikut berpartisipasi dalam penyusunan 

Peraturan Desa APBDes bersama dengan pemerintah Desa dan BPD. 

Pemerintahan Desa Kedungkelor dalam penyusunan Peraturan Desa 

APBDes segera mengikuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Penyusunan 

peraturan desa sangat penting buat pembangunan Desa kedepan. 

diharapkan peran Pemerintahan Desa kedungkelor agar lebih optimal. 

2. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yakni peran 

serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam mendampingi 

pemerintahan Desa Kedungkelor dalam penyusunan Peraturan Desa 

APBDes. Peran pemerintahan desa dalam penyusunan Peraturan Desa 

APBDes belum optimal, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, Pemerintah 

Kecamatan Warureja, Pemerintah Desa Kedungkelor, BPD (Badan 

Permusyawaratan Desa) dan Masyarakat harus bersama-sama ikut serta 

dalam penyusunan peraturan desa APBDes supaya tercapai Pemerintahan 

desa yang baik dalam melakukan penyusunan Peraturan Desa APBDes 

Kedungkelor. 
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